POS PENYUSUNAN RENCANA AKSI BALAI

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Penelaah Teknis Ket.
Kebijakan (Penyusun Ketua Tim Kerja Kasubag Umum Kepala Balai Kelengkapan Waktu Output
Program dan Anggaran)
Melakukan koordinasi dan konsolidasi formulir rencana . Arahan Ka.
1 . . 25 jam R
rencana aksi aksi Balai
dokumen dokumen bahan
2 |Mengumpulkan bahan-bahan rencana aksi rencana aksi 25 jam  [penyusunan
laporan
Menganahs1‘s dap mengidentifikasi A dokumen ' dokumen hasil
4 |rencana aksi kegiatan/program Balai . 25 jam |, . .
. . . rencana aksi identifikasi
sesuai dengan hasil analisis
|
dokumen dokumen
5 |Menyusun konsep rencana aksi Balai Tidak . 50 jam  |konsep rencana
rencana aksi .
aksi
dokumen dokumen
6 |Memeriksa konsep rencana aksi Balai . 60 menit |konsep rencana
rencana aksi .
aksi
\|/ dokumen
rencana aksi
7 Membaha§ rencana akgl kegiatan/program Tidak keglatz{n/progra 50 jam dokumen hasil
dengan unit kerja terkait m masing- pembahasan
masing unit
keria
dokumen
rencana aksi
Memeriksa rencana aksi kegiatan/program kegiatan/progra . dokumen hasil
8 . . . . 5 jam
dengan unit kerja terkait m masing- pembahasan
masing unit
kerja
\L dokumen
rencana aksi
9 |Menyusun finalisasi rencana aksi Balai keg1ata.n/prog7a 3 hari dokumen hasil
m masing- pembahasan
| masing unit
I kerja
dokumen
rencana aksi
Menyusun laporan dan dokumentasi kegiatan/progra . rencana aksi
10 . R . 50 jam .
rencana aksi Balai m masing- Balai
masing unit

kerja
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Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 1. Memahami Penyusunan Rencana Aksi lembaga
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 2. Memahami Tugasdan Fungsi Lembaga
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 tahun 2022
Tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1Tahun 2024
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5
Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan.
5. Peraturan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran,
serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
6. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 70/M/2025
Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pada Unit Kerja di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. POS Penyusunan Rencana Program 1. Pedoman Penataan Dokumen
2. Komputer
3. Arsip
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. 1. Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan BGTK Provinsi Sumatera Barat

2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan
sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

secara elektronik dan/atau manual




